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PILIHAN HUKUM PENGURUSAN/PILIHAN HUKUM PENGURUSAN/
PENGELOLAAN HUTAN OLEH PENGELOLAAN HUTAN OLEH 

MASYARAKAT ADATMASYARAKAT ADAT

OlehOleh: : RikardoRikardo SimarmataSimarmata
DisampaikanDisampaikan padapada DiskusiDiskusi RegulerReguler WGWG--Tenure, 20 Tenure, 20 JuliJuli 20062006

PengertianPengertian IstilahIstilah
PilihanPilihan hukumhukum ((legal optionlegal option, , policy optionpolicy option) ) adalahadalah memilihmemilih berbagaiberbagai
peluangpeluang yang yang disediakandisediakan oleholeh hukumhukum negaranegara ((state lawstate law).).
HukumHukum adalahadalah peraturanperaturan perundangperundang--undanganundangan dandan peraturanperaturan
kebijakankebijakan (policy rule(policy rule, , beleidregelbeleidregel))
‘‘PengurusanPengurusan hutanhutan’ ’ mencakupmencakup kegiatankegiatan perencanaanperencanaan hutanhutan, , 
pengelolaanpengelolaan hutanhutan, , penelitianpenelitian dandan pengembanganpengembangan, , pendidikanpendidikan dandan
pelatihanpelatihan, , penyuluhanpenyuluhan kehutanankehutanan sertaserta pengawasanpengawasan ((psps 10 10 ayatayat 2 2 
UUK) UUK) 
‘‘PerencanaanPerencanaan hutanhutan’ ’ mencakupmencakup kegiatankegiatan: : inventarisasiinventarisasi hutanhutan, , 
pengukuhanpengukuhan kawasankawasan hutanhutan, , penatagunaanpenatagunaan kawasankawasan hutanhutan, , 
pembentukanpembentukan wilayahwilayah pengelolaanpengelolaan hutanhutan, , dandan penyusunanpenyusunan rencanarencana
kehutanankehutanan ((psps 12 UUK)  12 UUK)  
‘‘PengelolaanPengelolaan hutanhutan’ ’ mencakupmencakup kegiatankegiatan: : tatatata hutanhutan dandan
penyusunanpenyusunan rencanarencana pengelolaanpengelolaan hutanhutan, , pemanfaatan hutan dan pemanfaatan hutan dan 
penggunaan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasirehabilitasi dandan reklamasireklamasi hutanhutan, , dandan
perlindungan hutan dan konservasi alamperlindungan hutan dan konservasi alam ((psps 21 UUK)21 UUK)
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MasyarakatMasyarakat ((HukumHukum) ) AdatAdat didi Mata UUKMata UUK (1) (1) 
UUK UUK menggunakanmenggunakan sekaligussekaligus istilahistilah ‘‘masyarakatmasyarakat hukumhukum
adatadat’ ’ dandan istilahistilah ‘‘masyarakatmasyarakat setempatsetempat’. UUK ’. UUK tdktdk
membuatmembuat defenisidefenisi mengenaimengenai masyarakatmasyarakat setempatsetempat
((tetapitetapi adaada dalamdalam peraturanperaturan pelaksananyapelaksananya), ), sementarasementara
untukuntuk mengukurmengukur keberadaankeberadaan masyarakatmasyarakat hukumhukum adatadat
ditentukanditentukan 5 5 unsurunsur. . NamunNamun, , masyarakatmasyarakat hukumhukum adatadat
terkadangterkadang diartikandiartikan sebagaisebagai bagianbagian daridari masyarakatmasyarakat
setempatsetempat ((psps. 17 . 17 ayatayat 2)2)
UUK UUK tidaktidak merumuskanmerumuskan pengertianpengertian masyarakatmasyarakat hukumhukum
adatadat ((tidaktidak sepertiseperti UU No. 7/2004 UU No. 7/2004 ttgttg SD Air)SD Air)
MengakuiMengakui masyarakatmasyarakat hukumhukum adatadat sebagaisebagai subyeksubyek atauatau
pemangkupemangku hakhak. . JugaJuga mengakuimengakui hakhak perseoranganperseorangan
anggotaanggota masyarakatmasyarakat adatadat atasatas hutanhutan..

MasyarakatMasyarakat ((HukumHukum) ) AdatAdat didi Mata UUK (2)Mata UUK (2)
SebagaiSebagai pemangkupemangku hakhak, UUK , UUK mengakuimengakui
kenyataankenyataan penguasaanpenguasaan hutanhutan oleholeh masyarakatmasyarakat
adatadat ((hutanhutan ulayatulayat, , hutanhutan margamarga). ). 
NamunNamun penguasaanpenguasaan iniini terkenaterkena pembatasanpembatasan--
pembatasanpembatasan daridari: (1) : (1) konsepkonsep HMN; HMN; dandan (2) (2) 
pencapaianpencapaian tujuantujuan UUK (UUK (makalahmakalah MS MS KabanKaban, , 
JuniJuni 2005)2005)
KonsepKonsep dandan pertimbangan2 pertimbangan2 didi atasatas
mempengaruhimempengaruhi bentukbentuk dandan substansisubstansi pengakuanpengakuan
UUK UUK terhadapterhadap hakhak masyarakatmasyarakat hukumhukum adatadat atasatas
hutanhutan.  .  
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MasyarakatMasyarakat ((HukumHukum) ) AdatAdat didi Mata UUK (3)Mata UUK (3)

BentukBentuk dandan substansisubstansi pengakuanpengakuan UUK UUK terhadapterhadap hakhak
masyarakatmasyarakat hukumhukum adatadat atasatas hutanhutan sebenarnyasebenarnya
meneruskanmeneruskan tradisitradisi UUPA, UUPA, yakniyakni bersyaratbersyarat: : sepanjangsepanjang
masihmasih adaada, , diakuidiakui keberadaanyakeberadaanya dandan tidaktidak bertentanganbertentangan
dengandengan kepentingankepentingan nasionalnasional..

MenurutMenurut SoemardjonoSoemardjono (2005), (2005), bedanyabedanya UUPA UUPA dengandengan
UUK UUK adalahadalah dalamdalam halhal pengakuanpengakuan status status hutanhutan adatadat. . JikaJika
UUPA UUPA membagimembagi tanahtanah keke dalamdalam tanahtanah negaranegara, , tanahtanah hakhak
dandan tanahtanah ulayatulayat, , makamaka UUK UUK membagimembagi keke dalamdalam hanyahanya
2, 2, yakniyakni hutanhutan negaranegara dandan hutanhutan hakhak dengandengan
memasukkanmemasukkan hutanhutan adatadat keke dalamdalam cakupancakupan hutanhutan
negaranegara. . 

MasyarakatMasyarakat ((HukumHukum) ) AdatAdat didi Mata UUK (4)Mata UUK (4)

SebagaiSebagai pemangkupemangku hakhak,  ,  didi dalamdalam kawasankawasan hutanhutan adatadat, , 
masyarakatmasyarakat hukumhukum adatadat memilikimemiliki sejumlahsejumlah hakhak, , yakniyakni: : 
memungutmemungut hasilhasil hutanhutan, , mengelolamengelola hutanhutan berdasarkanberdasarkan
hukumhukum adatadat dandan mendapatkanmendapatkan pemberdayaanpemberdayaan ((psps 67 67 
ayatayat 1). 1). 

KetentuanKetentuan lebihlebih lanjutlanjut mengenaimengenai penetapanpenetapan keberadaankeberadaan
masyarakatmasyarakat hukumhukum adatadat diaturdiatur dalamdalam PP PP tersendiritersendiri. . 
SambilSambil menunggumenunggu diberlakukannyadiberlakukannya PP PP tersebuttersebut saatsaat iniini
adaada pedomanpedoman dalamdalam SuratSurat EdaranEdaran MenhutMenhut No. No. 
S.75/Menhut II/2004 S.75/Menhut II/2004 perihalperihal MasalahMasalah HukumHukum AdatAdat dandan
TuntutanTuntutan KompensasiKompensasi//Ganti Rugi oleh Masyarakat Ganti Rugi oleh Masyarakat 
Hukum Adat. Hukum Adat. 



4

HakHak MasyarakatMasyarakat HukumHukum AdatAdat atasatas HutanHutan didi
LuarLuar SkemaSkema HutanHutan AdatAdat

JikaJika masyarakatmasyarakat hukumhukum adatadat bukanbukan sepertiseperti kategorikategori
yang yang harusharus memenuhimemenuhi 5 5 unsurunsur dandan diakuidiakui
keberadaannyakeberadaannya oleholeh PerdaPerda PropinsiPropinsi, , makamaka masyarakatmasyarakat
hukumhukum adatadat dapatdapat memilikimemiliki hakhak atasatas hutanhutan melaluimelalui
skemaskema::

1.1. KDTK (KDTK (psps 34 UUK)34 UUK)
2.2. HutanHutan DesaDesa, , HKmHKm dandan HutanHutan HakHak ((PenjelasanPenjelasan psps 5 5 ayatayat 1 UUK)1 UUK)
3.3. PemberdayaanPemberdayaan masyarakatmasyarakat setempatsetempat ((psps 51 51 ayatayat 1 PP 34/2002)1 PP 34/2002)

TapiTapi skemaskema--skemaskema didi atasatas mengajukanmengajukan tantangantantangan
kepadakepada hakhak milikmilik bersamabersama ((communal rightscommunal rights) ) karenakarena
justrujustru lebihlebih memungkinkanmemungkinkan hakhak perseoranganperseorangan
((individual rightsindividual rights). ). 

KendalaKendala KongkritKongkrit PengakuanPengakuan HakHak
MasyarakatMasyarakat HukumHukum AdatAdat atasatas HutanHutan (1)(1)
PengakuanPengakuan bersyaratbersyarat ygyg sekarangsekarang sudahsudah
dikonstitusionalkandikonstitusionalkan lewatlewat amandemenamandemen keduakedua
UUD 1945.UUD 1945.
HanyaHanya syaratsyarat: ‘: ‘sepanjangsepanjang masihmasih adaada’ yang ’ yang 
memilikimemiliki aturanaturan mengenaimengenai bagaimanabagaimana
membuktikanmembuktikan pemenuhannyapemenuhannya. . BagaimanaBagaimana caracara
mengukurmengukur syaratsyarat: : tidaktidak bertentanganbertentangan dengandengan
kepentingankepentingan nasionalnasional dandan peraturanperaturan perundangperundang--
undanganundangan yang yang lebihlebih tinggitinggi??
PengakuanPengakuan keberadaankeberadaan didelegasikandidelegasikan kepadakepada
pemerintahpemerintah daerahdaerah. . 
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KendalaKendala KongkritKongkrit PengakuanPengakuan HakHak
MasyarakatMasyarakat HukumHukum AdatAdat atasatas HutanHutan (2)(2)
PenegasanPenegasan bahwabahwa pengakuanpengakuan keberadaankeberadaan ((baikbaik
hakhak ulayatulayat maupunmaupun masyarakatmasyarakat hukumhukum adatadat) ) 
telahtelah dilakukandilakukan lewatlewat PeraturanPeraturan PelaksanaPelaksana dandan
PeraturanPeraturan KebijakanKebijakan. . MisalnyaMisalnya SE SE MenhutMenhut dandan
PermenagPermenag No. 5/1999.No. 5/1999.
NamunNamun faktafakta: (1) : (1) sampaisampai saatsaat iniini belumbelum adatadat
pemdapemda yang yang mengakuimengakui keberadaankeberadaan masyarakatmasyarakat
hukumhukum adatadat dandan mengajukanmengajukan penetapanpenetapan hutanhutan
adatadat berdasarkanberdasarkan SE SE MenhutMenhut; ; dandan (2) (2) sejaksejak
tahuntahun 1999, 1999, hanyahanya dalamdalam hitunganhitungan jarijari jumlahjumlah
PemdaPemda yang yang mengakuimengakui hakhak ulayatulayat ((KamparKampar, , 
LebakLebak, , NunukanNunukan).).

KendalaKendala KongkritKongkrit PengakuanPengakuan HakHak
MasyarakatMasyarakat HukumHukum AdatAdat atasatas HutanHutan (3)(3)

MengapaMengapa demikiandemikian? ? KendalaKendala kongkritnyakongkritnya adaada
padapada organisasiorganisasi tatatata laksanalaksana kedinasankedinasan dandan
politikpolitik anggarananggaran. . 
DepartemenDepartemen KeuanganKeuangan dandan DepartemenDepartemen DalamDalam
NegeriNegeri tidaktidak merumuskanmerumuskan tupoksitupoksi berikutberikut
anggarananggaran pembangunanpembangunan yang yang memberikanmemberikan
kejalasankejalasan dinas/badandinas/badan manamana yang yang bertanggungbertanggung
jawabjawab mengurusimengurusi pengakuanpengakuan keberadaankeberadaan
masyarakatmasyarakat hukumhukum adatadat dandan hakhak ulayatulayat. . 
DepartemenDepartemen memilikimemiliki keuntungankeuntungan dengandengan situasisituasi
iniini karenakarena bisabisa berdalihberdalih menunggumenunggu pengakuanpengakuan
keberadaankeberadaan oleholeh pemdapemda ((kasuskasus PropinsiPropinsi RiauRiau
dandan JambiJambi). ). 
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SituasiSituasi DilematisDilematis PemdaPemda
PemdaPemda yang yang memilikimemiliki niatniat baikbaik atauatau terdesakterdesak oleholeh
tekanantekanan, , untukuntuk mengakuimengakui hakhak masyarakatmasyarakat adatadat atasatas
hutanhutan, , menghadapimenghadapi kendalakendala daridari segisegi dukungandukungan
kebijakankebijakan nasionalnasional. . SituasiSituasi umumumum kebijakankebijakan nasionalnasional: : 
padapada level level konstitusikonstitusi, Tap MPR , Tap MPR dandan UU UU mengakuimengakui, , 
namunnamun tersumbattersumbat didi level level peraturanperaturan pelaksanapelaksana..
KendalaKendala kongkritnyakongkritnya: (1) : (1) untukuntuk skemaskema hutanhutan adatadat belumbelum
adaada PP; (2) PP; (2) untukuntuk skemaskema lain lain belumbelum adaada peraturanperaturan
pelaksanapelaksana ((hutanhutan desadesa) ) dandan lambatnyalambatnya prosesproses
penetapanpenetapan arealareal; (3) ; (3) anggarananggaran..
SituasiSituasi dilematisdilematis PemdaPemda: : mempertahankanmempertahankan
kepastiankepastian hukumhukum dengandengan resikoresiko menghadapimenghadapi
tekanantekanan daridari kelompokkelompok masyarakatmasyarakat atauatau
menghadirkanmenghadirkan kemanfaatankemanfaatan dandan keadilankeadilan dengandengan
resikoresiko bertentanganbertentangan dengandengan peraturanperaturan
perundanganperundangan yang yang lebihlebih tinggitinggi??

DuaDua SiasatSiasat didi DaerahDaerah (1) (1) 

1.  1.  MenerobosMenerobos KelajimanKelajiman
ContohContoh: : 

a)  a)  skemaskema hutanhutan adatadat tanpatanpa didahuluididahului
pengakuanpengakuan keberadaankeberadaan masyarakatmasyarakat hukumhukum
adatadat

b)  b)  skemaskema didi luarluar hutanhutan adatadat ((PerdaPerda HKm/KHmHKm/KHm, , 
PerdaPerda PSDABLM PSDABLM didi LampungLampung BaratBarat dandan PerdaPerda
PropinsiPropinsi SultraSultra))
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DuaDua SiasatSiasat didi DaerahDaerah (2)(2)

2. 2. MenggunakanMenggunakan atauatau MenggabungkanMenggabungkan
dengandengan PintuPintu LainLain
ContohContoh: : 

1.1. PengakuanPengakuan HakHak UlayatUlayat ((LebakLebak, , KamparKampar, , 
NunukanNunukan). ). HakHak ulayatulayat termasuktermasuk meliputimeliputi
kawasankawasan hutanhutan, , namunnamun didi atasnyaatasnya: : berlakuberlaku
peraturanperaturan kehutanankehutanan atauatau hukumhukum adatadat..

2.2. PengakuanPengakuan WilayahWilayah AdatAdat ((TanaTana TorajaToraja, , 
KabupatenKabupaten LuwuLuwu

3.3. PengakuanPengakuan SistemSistem PemerintahanPemerintahan LokalLokal
4.4. PengakuanPengakuan LembagaLembaga AdatAdat

SkemaSkema PeluangPeluang PengakuanPengakuan HakHak MasyarakatMasyarakat AdatAdat atasatas HutanHutan

Peraturan
Kehutanan

Peraturan
Pertanahan

Peraturan
Pemda&
Lembaga

Adat
Kombinasi

Hutan Adat

Hutan Desa,
HKm, Hutan
Hak

Hak
Ulayat

Pemerintahan
Lokal dan
Kewenangan
Mengelola
Harta

Pengakuan
Hak Ulayat,
Lembaga
Adat&
Hutan Adat
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ResponRespon PemerintahPemerintah PusatPusat terhadapterhadap
TerobosanTerobosan KebijakanKebijakan DaerahDaerah

1.1. PeraturanPeraturan KehutananKehutanan::
a)a) MemintaMeminta MencabutMencabut ((PerdaPerda KubarKubar))
b)b) MembatalkanMembatalkan ((PerdaPerda WonosoboWonosobo))
c)c) MembiarkanMembiarkan ((PerdaPerda PropinsiPropinsi TNB, TNB, PerdaPerda SumbawaSumbawa, SK , SK 

BupatiBupati MerangiMerangi dandan BungoBungo--JambiJambi))
d)d) MembuatMembuat KebijakanKebijakan PendukungPendukung

2.2. PeraturanPeraturan PertanahanPertanahan
MembiarkanMembiarkan tanpatanpa melakukanmelakukan pemantauanpemantauan dandan evaluasievaluasi

3.3. PeraturanPeraturan PemerintahPemerintah DaerahDaerah
MembiarkanMembiarkan karenakarena sejauhsejauh iniini memangmemang belumbelum adaada
yang yang keluarkeluar daridari batasanbatasan--batasanbatasan yang yang dibuatdibuat oleholeh
DepdagriDepdagri

RekomendasiRekomendasi
DiperlukanDiperlukan kejelasankejelasan antaraantara unsur/kriteriaunsur/kriteria
masyarakatmasyarakat hukumhukum adatadat dandan hakhak ulayatulayat..
DiperlukanDiperlukan kejelasankejelasan dandan singkronisasisingkronisasi antarantar
skemaskema pengakuanpengakuan, , baikbaik daridari jalurjalur peraturanperaturan
kehutanankehutanan, , peraturanperaturan pertanahanpertanahan dandan peraturanperaturan
pemdapemda.  .  
DiperlukanDiperlukan organisasiorganisasi tatatata laksanalaksana kedinasankedinasan
besertabeserta tupoksitupoksi dandan anggarannyaanggarannya yang yang ditujukanditujukan
untukuntuk melaksanakanmelaksanakan kegiatankegiatan pengakuanpengakuan
keberadaankeberadaan masyarakatmasyarakat hukumhukum adatadat..
Agar Agar departemendepartemen menghapuskanmenghapuskan pendekatanpendekatan
positivistikpositivistik dalamdalam menanggapimenanggapi terobosanterobosan
kebijakankebijakan daerahdaerah..


